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Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

Tanggal Putusan : Selasa, 20 Maret 2018 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja di PT 
Prysmian Cable Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa Food. 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu UU 
MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon,  dengan merujuk 
Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon tetap 
mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke Mahkamah 
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Agung, berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 
verklaard), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara 
sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78/2015 dengan perkara Nomor 67 
P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, perkara Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 
November 2016, dan perkara Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kerugian yang 
didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak 
mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat 
(causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.  

Pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah kata “dihentikan” dalam 
Pasal 55 UU MK telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga 
merugikan hak konstitusional para Pemohon?. 

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan 
untuk diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi 
sebelumnya, yaitu pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 
yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang 
menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, 
karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan 
frasa “yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan normanya menjadi 
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang 
dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang 
yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian 
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat 
Mahkamah Agung” tidak beralasan secara hukum. 

Bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan a quo berbeda dengan 
permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya 
tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai 
konstitusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55 UU MK 
secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran 
terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal 55 UU 
MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstitusional bersyarat 
sehingga dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya” dengan alasan guna 
memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas 
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan a quo 
sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang 
merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang oleh Mahkamah Agung. 

Bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 UU MK dan 
juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan konstitusional bersyarat 
dalam permohonan a quo sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian 
hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan 
berikut: (1) mempertahankan kata “dihentikan” tetapi dimaknai secara berbeda-beda; 
atau (2) menafsirkan kata “dihentikan” dengan makna “ditunda pemeriksaannya” 
yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? 
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Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut 
ini. 

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan 
masyarakat hukum adat yang merasa hak konstitusionalnya dan hak hukumnya 
terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstitusional, permohonan 
pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-
undang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan 
perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-
undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan 
merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, maka 
keberadaan mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi kepentingan warga 
negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan 
hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar akibat 
keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan 
kepastian hukum mana  yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian 
hukum yang muncul. 

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung 
sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian 
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya 
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari 
penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum 
bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari 
keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian 
tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 
hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk 
menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujianya sedang 
diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga 
kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah 
Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian 
peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar 
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan 
akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijke verklaard, NO). 

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya 
adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata 
“dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan 
dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses 
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pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah 
Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada 
putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah 
undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di 
Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, 
kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir 
berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, 
keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. 
Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri 
maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses 
peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. 

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a quo terjadi karena 
maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian 
sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai 
Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga 
mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir 
dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh 
Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian 
tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan 
menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian 
materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan 
baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, 
sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait 
Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, 
khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak 
sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana 
yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman. 

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum 
bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena 
apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang 
undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi 
dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan 
tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak 
terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, 
pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan 
kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap 
dinyatakannya permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah 
undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang 
mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan 
merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus 
menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat 
diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji 
pula oleh Mahkamah Konstitusi. 

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan 
kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda 
pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal 
perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. 
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Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks 
norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang 
mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang. 

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata 
“dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang 
waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat 
kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya 
penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan. 

Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” adalah “ditunda 
pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan 
menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 
UU MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar 
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka 
waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan 
penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu 
uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai 
kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda 
pemeriksaaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya 
ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar 
untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan 
akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan uji materiil 
peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya 
sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampauinya waktu. 

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum 
apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan apa yang 
telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda 
pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah 
Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 
Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah 
Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang 
pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, 
tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu 
jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh 
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses 
pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji 
ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh 
Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan 
batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah 
Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. 
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Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai 
“ditunda pemeriksaannya”. 

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan 
“ditunda pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. 
Ketidapastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari 
keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat 
dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. 
Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan 
ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK 
terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran. 

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat 
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah 
Konstitusi, quod non, masalah tersebut memiliki kemudaratan yang lebih sedikit 
dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 
55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada 
bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung 
dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga 
negara akan terlanggar. 

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian 
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata 
“dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda 
pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian 
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

 

 

 


